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3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerab-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pad a huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubah an Atas Peraturan Daerab Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Perseroan Terbatas (PT)Migas Mandiri Pratama Kalimantan
Timur;

b. bahwa dalam rangka efektifitas manajemen sumber daya
manusia perlu dilakukan penyederhanaan rekruitmen dan
pemberhentian karyawan;

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan
Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Penawaran Participating Interest 10 % (Sepuluh Persen)
Pada Wilayab Kerja Minyak dan Gas Bumi;

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR
NOMOR11 TAHUN2009 TENTANGPERSEROANTERBATAS(PT)MIGAS

MANDIRIPRATAMAKALIMANTANTIMUR

NOMOR9 TAHUN2018

PERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR

SALINAN
GUBERNURKAUMANTAN TIMUR



12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tabun 2002 tentang
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4216);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5979);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Idnoensia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lemabran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);



PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS(PT)MIGASMANDIRIPRATAMAKALIMANTAN
TIMUR.

MEMUTUSKAN:

GUBERNURKALIMANTANTIMUR

dan

Menetapkan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMUR

Dengan Persetujuan Bersama

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi
Badan usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Idnoensia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

15. Peraturaan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeloIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor
4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu Minyak Gas dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten tang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4530);



(5) Pengangkatan dan penetapan Direksi dilakukan setelah melalui uji
kelayakan dan kepatutan oleh TimIndependen.

(4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan
sebagaimaan dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh Gubemur.

(3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan
wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam
AnggaranDasar Perseroan.

(2a) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling banyak sarna dengan jumlah Direksi.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direksi
dan Komisaris, dengan komposisi masing-masing paling sedikit 1
(satu) orang dan paling banyak 5 (lima)orang.

modern dengan
profesional dan

manajemen
kompeten,

secara
yang

Pengelolaan dilaksanakan
pengendalian pimpinan
berintegritas.

( 1)

Pasal6

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a),sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

(2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan
Terbatas (PT)Migas Mandiri Pratarna Kalimantan Timur (Perseroda)
sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan usaha Milik Daerah
dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama
Kalimantan Timur (Perseroda).

Pasa12

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT)MigasMandiri Pratama
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009
Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
47), diubah sebagai berikut :

Pasal I
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(3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana
ditentukan peraturan perundang-undangan.

(2) NilaiNominalSaham ditetapkan oleh RUPS.

(la) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
100%(seratus persen) oleh Pemerintah Provinsi.

(1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT)MigasMandiri
Pratama Kalimantan Timur adalah saham atas nama.

Pasal13

5. Diantara ayat (1)dan ayat (2)pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(la) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama
Kalimantan Timur pertama kali ditetapkan sebesar
Rp.640.000.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh MilyarRupiah).

(2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pemenuhan
jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Modal yang disetor pertama kali pada saat pendirian Perseroan
Terbatas (PT)MigasMandiri Pratama Kalimantan Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebesar 25 % dari modal dasar atau senilai
Rp.l60.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) berasal
sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi.

Pasa110

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Hak dan Kewajiban karyawan diatur oleh Direksi berdasarkan
kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Pasa18

3. Ketentuan Pasal8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
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H. SU OTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA Bl 0 HUKUM,

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (9-220j2018)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2018 NOMOR 9.

DR. Hj. MEILIANA

ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2018

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II
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